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ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kemunculan Sunni dan Syiah dalam perspektif sejarah awal Islam dengan menelusuri
akar teologis serta dinamika politik yang melatarbelakanginya. Perpecahan antara kedua tradisi ini
berawal dari perdebatan mengenai suksesi kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad,
khususnya terkait legitimasi kekuasaan dan konsep kepemimpinan politik dan keagamaan. Sunni
memandang kepemimpinan sebagai hasil musyawarah umat yang bersifat ijtihadi dan pragmatis,
sedangkan Syiah mengembangkan doktrin imamah yang menempatkan kepemimpinan sebagai institusi
ilahiah yang diwariskan kepada keluarga Nabi. Melalui pendekatan historis dan analitis dengan dukungan
kajian literatur kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik politik pada masa awal Islam secara
bertahap berkembang menjadi perbedaan teologis yang sistematis, membentuk doktrin, pola otoritas
keagamaan, dan identitas kolektif masing-masing kelompok. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan
Sunni dan Syiah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teologi, melainkan sebagai hasil
interaksi kompleks antara sejarah, politik, dan agama. Pemahaman terhadap akar sejarah ini penting untuk
membangun wacana keislaman yang lebih inklusif dan dialogis di masa kini.

PENDAHULUAN

Persoalan kepemimpinan pascawafat Nabi Muhammad merupakan salah satu titik balik
paling menentukan dalam sejarah awal Islam. Ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai
mekanisme suksesi kepemimpinan membuka ruang bagi beragam interpretasi di kalangan umat
I[slam. Perbedaan penafsiran tersebut kemudian berkembang menjadi dua arus besar pemikiran
yang dikenal sebagai Sunni dan Syiah.(Wardana et al. 2025) Pada tahap awal, perbedaan ini
bersifat politis, namun dalam perkembangannya mengalami transformasi menjadi perbedaan
teologis dan ideologis yang berpengaruh luas terhadap konstruksi pemikiran dan identitas
keislaman.(Azra 2016)
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Dalam konteks sejarah awal Islam, kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu menjaga
stabilitas sosial dan keberlangsungan komunitas mendorong lahirnya model kepemimpinan
berbasis musyawarah. Pengangkatan Abu Bakar sebagai pemimpin pertama umat Islam melalui
kesepakatan para sahabat menjadi dasar bagi terbentuknya paradigma kepemimpinan Sunni.
Dalam pandangan ini, kepemimpinan dipahami sebagai institusi sosial-politik yang bersifat
ijtihadi dan fungsional, dengan tujuan utama menjaga persatuan umat dan menegakkan
ketertiban sosial. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak ditempatkan sebagai bagian esensial dari
akidah, melainkan sebagai sarana praktis dalam pengelolaan kehidupan beragama dan
bermasyarakat.

Berbeda dengan itu, Syiah mengembangkan pandangan kepemimpinan yang berakar
pada keyakinan bahwa otoritas umat Islam seharusnya berada pada keluarga Nabi.(Al Musawa
et al. 2024) Pandangan ini melahirkan doktrin imamah yang menempatkan kepemimpinan
sebagai institusi ilahiah yang memiliki dimensi teologis sekaligus spiritual. Dalam kerangka ini,
imam tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai otoritas keagamaan
yang memiliki legitimasi religius khusus. Seiring berjalannya waktu, konsep imamah menjadi
fondasi utama dalam pembentukan teologi, hukum, dan struktur otoritas Syiah.(Hafi, Santi, and
Yamani 2025)

Perbedaan antara Sunni dan Syiah menunjukkan bahwa konflik kepemimpinan pada
masa awal Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan doktrin keagamaan.
Konflik tersebut berlangsung dalam konteks sosial dan politik yang kompleks, melibatkan
perebutan legitimasi, kekuasaan, dan otoritas simbolik. Proses historis inilah yang kemudian
mendorong terjadinya teologisasi konflik politik, sehingga perbedaan awal yang bersifat praktis
berkembang menjadi sistem pemikiran keagamaan yang mapan dan bertahan hingga kini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan historis-analitis yang menempatkan
perbedaan Sunni dan Syiah sebagai hasil interaksi dinamis antara teologi dan politik, bukan
sebagai perbedaan teologis yang bersifat ahistoris. Berbeda dari kajian normatif yang cenderung
memposisikan kedua kelompok dalam kerangka kebenaran-doktrinal, artikel ini menelusuri
bagaimana realitas politik awal Islam berperan dalam membentuk konstruksi teologi
kepemimpinan masing-masing tradisi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif
yang lebih kontekstual dan integratif dalam memahami akar perbedaan Sunni dan Syiah.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kemunculan
dan perkembangan pandangan kepemimpinan Sunni dan Syiah dalam sejarah awal Islam dengan
menekankan keterkaitan antara faktor teologis dan dinamika politik. Pendekatan ini diharapkan
dapat memperkaya khazanah kajian Islam serta membuka ruang dialog akademik yang lebih
objektif dan konstruktif dalam memahami keragaman pemikiran keislaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan
atau library research. Fokus penelitian diarahkan pada analisis historis dan konseptual terhadap
perbedaan pandangan Sunni dan Syiah dalam konteks sejarah awal Islam, khususnya terkait
persoalan kepemimpinan umat dan pembentukan otoritas keagamaan-politik. Pendekatan ini
digunakan untuk memahami bagaimana dinamika politik awal Islam berkontribusi terhadap
lahirnya konstruksi teologis yang berbeda dalam kedua tradisi tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi
karya-karya klasik dan literatur utama yang membahas peristiwa suksesi kepemimpinan
pascawafat Nabi Muhammad serta perkembangan awal pemikiran Sunni dan Syiah. Data
sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang
relevan dengan tema kepemimpinan Islam, teologi politik, dan sejarah pemikiran Islam.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan
mengklasifikasikan sumber-sumber pustaka yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data
menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan Sunni
dan Syiah mengenai kepemimpinan, kemudian membandingkan perbedaan dan persamaannya
berdasarkan konteks historis dan kerangka teologis yang melatarbelakanginya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepemimpinan dalam Konteks Sejarah Awal Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan merupakan isu sentral
yang muncul segera setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tidak adanya ketentuan eksplisit
mengenai mekanisme suksesi kepemimpinan menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan
umat Islam. Kondisi ini menuntut penyelesaian cepat demi menjaga stabilitas sosial dan
keberlangsungan komunitas Muslim yang masih berada pada fase awal pembentukan. Dalam
konteks tersebut, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif, tetapi
juga berkaitan erat dengan legitimasi religius dan otoritas moral.

Secara historis, peristiwa pertemuan di Saqifah Bani Sa‘idah menjadi tonggak awal
terbentuknya model kepemimpinan berbasis musyawarah.(Setiani 2019) Pemilihan Abu Bakar
sebagai pemimpin umat Islam menunjukkan bahwa pertimbangan pragmatis dan kebutuhan
politik memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan dipahami
sebagai sarana untuk menjaga persatuan umat, bukan sebagai posisi yang ditentukan melalui
garis keturunan atau mandat ilahi yang eksplisit. Temuan ini memperlihatkan bahwa sejak awal,
dimensi politik dan sosial memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan struktur
kepemimpinan Islam.

Dalam perkembangannya, peristiwa-peristiwa politik tersebut menjadi rujukan utama
dalam perumusan teori kepemimpinan Islam. Sejarah awal Islam tidak dapat dilepaskan dari
dinamika kekuasaan yang membentuk cara pandang umat terhadap otoritas. Oleh karena itu,
kepemimpinan dalam Islam harus dipahami sebagai produk interaksi antara nilai-nilai
keagamaan dan realitas sosial-politik yang melingkupinya.

Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Sunni

Berdasarkan analisis literatur, kepemimpinan dalam perspektif Sunni dikonstruksikan
sebagai institusi sosial-politik yang bersifat ijtihadi. Kepemimpinan tidak ditempatkan sebagai
bagian dari rukun iman, melainkan sebagai mekanisme praktis untuk mengelola urusan umat.
Prinsip musyawarah dan konsensus menjadi dasar utama dalam menentukan legitimasi seorang
pemimpin. Dengan demikian, otoritas politik tidak bersifat absolut, tetapi bergantung pada
penerimaan dan kesepakatan komunitas.

Pandangan Sunni menekankan bahwa pemimpin ideal adalah sosok yang mampu
menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan umat.(Fikhriyah 2025)
Aspek moral dan kompetensi administratif lebih diutamakan dibandingkan klaim keturunan atau
keistimewaan spiritual tertentu. Dalam kerangka ini, kepemimpinan dipahami secara fungsional,
yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan kolektif umat Islam.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa fleksibilitas menjadi karakter utama dalam teori
kepemimpinan Sunni. Perubahan konteks sosial dan politik memungkinkan terjadinya variasi
dalam praktik kepemimpinan tanpa harus mengubah fondasi teologis. Hal ini menjelaskan
mengapa dalam sejarah Islam Sunni, bentuk pemerintahan dapat berkembang dari khilafah awal
hingga monarki, tanpa dianggap bertentangan secara prinsipil dengan ajaran agama.

Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Syiah

Berbeda dengan Sunni, kepemimpinan dalam perspektif Syiah memiliki dimensi teologis
yang sangat kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin imamah menjadi landasan utama
dalam memahami otoritas kepemimpinan. Imamah dipandang sebagai institusi ilahiah yang telah
ditetapkan oleh Tuhan dan diwariskan kepada keluarga Nabi Muhammad. Oleh karena itu,
kepemimpinan tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mengandung otoritas spiritual dan
keagamaan.
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Dalam pandangan Syiah, imam memiliki kedudukan istimewa sebagai penafsir ajaran
agama yang sah. Otoritas imam tidak bergantung pada konsensus umat, melainkan pada
legitimasi ilahi. Konsep ini menempatkan kepemimpinan sebagai bagian integral dari akidah,
sehingga penolakan terhadap imam yang sah dapat dipahami sebagai penyimpangan teologis.
Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan Sunni dan Syiah bukan sekadar variasi politik,
melainkan perbedaan mendasar dalam cara memahami hubungan antara agama dan kekuasaan.

Selain itu, konsep imamah berkembang sebagai respons terhadap pengalaman historis
marginalisasi politik yang dialami kelompok pendukung keluarga Nabi. Dengan demikian,
doktrin teologis Syiah tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi merupakan hasil dialektika antara
keyakinan religius dan realitas politik yang tidak berpihak. Hal ini memperkuat argumen bahwa
sejarah memainkan peran penting dalam pembentukan teologi.

AKkar Teologis Perbedaan Sunni dan Syiah

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan teologis antara Sunni dan Syiah berakar
pada cara masing-masing tradisi memaknai sumber otoritas dalam Islam. Sunni menempatkan
Al-Qur’an, Sunnah, dan konsensus umat sebagai fondasi utama, sementara Syiah menambahkan
otoritas imam sebagai sumber legitimasi religius. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada
struktur pemikiran teologis dan hukum Islam dalam kedua tradisi.

Dalam perspektif Sunni, kebenaran teologis bersifat kolektif dan terbuka terhadap ijtihad.
Hal ini memungkinkan munculnya keragaman pendapat dalam batas-batas tertentu. Sebaliknya,
dalam tradisi Syiah, otoritas keagamaan lebih terpusat pada figur imam, sehingga interpretasi
ajaran agama memiliki rujukan yang lebih spesifik. Perbedaan pendekatan ini membentuk
karakter teologi yang berbeda, baik dalam aspek doktrinal maupun praksis keagamaan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa perbedaan teologis tidak dapat dilepaskan dari
sejarah pembentukan komunitas masing-masing. Teologi berkembang sebagai respons terhadap
kebutuhan identitas, legitimasi, dan keberlanjutan komunitas dalam konteks sosial-politik
tertentu.

Dinamika Politik dan Teologisasi Konflik Kepemimpinan

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya proses teologisasi terhadap konflik
politik yang terjadi pada masa awal Islam. Persoalan kepemimpinan yang semula bersifat praktis
dan politis secara bertahap diberi makna teologis. Proses ini menyebabkan perbedaan politik
berkembang menjadi perbedaan keyakinan yang mengakar dan sulit dipisahkan dari identitas
keagamaan.

Dalam konteks Sunni, stabilitas politik mendorong penerimaan terhadap kepemimpinan
yang efektif meskipun tidak ideal secara moral. Sementara itu, dalam konteks Syiah, pengalaman
ketidakadilan politik memperkuat keyakinan akan pentingnya kepemimpinan yang sah secara
teologis. Dinamika ini menunjukkan bahwa politik dan teologi saling memengaruhi dalam
pembentukan tradisi keislaman.

Pembahasan ini menegaskan bahwa konflik Sunni-Syiah tidak dapat direduksi menjadi
persoalan perbedaan doktrin semata. Konflik tersebut merupakan hasil dari proses historis yang
kompleks, melibatkan negosiasi antara kekuasaan, legitimasi, dan keyakinan religius.

Implikasi Historis dan Relevansi Kontemporer

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman relasi Sunni dan Syiah
pada masa kini. Dengan menempatkan perbedaan tersebut dalam kerangka sejarah awal Islam,
konflik sektarian dapat dipahami secara lebih proporsional dan kontekstual. Pendekatan ini
membuka ruang bagi dialog akademik yang lebih objektif dan menghindarkan penilaian normatif
yang cenderung polemis.
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Selain itu, pemahaman terhadap akar historis dan teologis perbedaan Sunni dan Syiah
dapat berkontribusi pada pengembangan wacana keislaman yang lebih inklusif. Dengan
menyadari bahwa perbedaan tersebut merupakan hasil dinamika sejarah, umat Islam dapat
membangun sikap saling memahami dan menghargai keragaman pemikiran dalam tradisi Islam.

SIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa perbedaan antara Sunni dan Syiah berakar pada persoalan
kepemimpinan umat Islam pascawafat Nabi Muhammad yang berlangsung dalam konteks
sejarah awal Islam. Perbedaan tersebut pada mulanya bersifat politis dan berkaitan dengan
upaya menentukan legitimasi otoritas kepemimpinan, namun dalam perkembangan selanjutnya
mengalami proses institusionalisasi dan teologisasi hingga membentuk dua tradisi keislaman
yang memiliki karakter doktrinal yang berbeda.

Dalam perspektif Sunni, kepemimpinan dipahami sebagai institusi sosial-politik yang
bersifat ijtihadi dan fungsional, dengan legitimasi yang bertumpu pada musyawarah dan
konsensus umat. Kepemimpinan tidak diposisikan sebagai bagian dari prinsip keimanan,
melainkan sebagai mekanisme praktis untuk menjaga stabilitas dan keteraturan kehidupan sosial
umat Islam. Sebaliknya, Syiah mengembangkan konsep imamah yang menempatkan
kepemimpinan sebagai institusi ilahiah dengan dimensi teologis dan spiritual, di mana otoritas
kepemimpinan dilekatkan pada keluarga Nabi sebagai pemegang legitimasi religius yang sah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan Sunni dan Syiah tidak dapat
dipahami secara sederhana sebagai perbedaan teologis semata, melainkan sebagai hasil dari
interaksi kompleks antara dinamika politik, konstruksi teologis, dan proses sejarah yang panjang.
Dengan pendekatan historis-analitis, artikel ini memberikan kontribusi pada kajian keislaman
dengan menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual dan integratif terhadap akar perbedaan
kedua tradisi tersebut. Pemahaman semacam ini diharapkan dapat memperkaya wacana
akademik serta mendorong sikap yang lebih objektif, dialogis, dan inklusif dalam memahami
keragaman pemikiran Islam.
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